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KATA PENGANTAR

Berbagai rencana dan program-program pembangunan Daerah sebagai
wujud pelaksanaan pemerintahan telah dibuat dan diimplementasikan. Dalam
mewujudkan tujuan program pembangunan tersebut dibutuhkan suatu
perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan dalam suatu lingkungan
wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu yang mengacu Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Kerja
Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah
dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana kerja-Satuan
Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); dalam rangka untuk
menunjang terbentuknya pemerintahan yang baik dan untuk menunjang
terbentuknya Pembangunan Daerah, maka dari itu pemerintah menetapkan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);. Dimana dalam peraturan
tersebut dikatakan bahwa Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah harus trasparansi.
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Dalam rangka mewujudkan good governance, Pemerintah Kabupaten
Ketapang melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten
Ketapang secara konsisten dan optimal melaksanakan tugas, fungsi dan kinerjanya.
Dengan kondisi ini diharapkan pelaksanaan Pemerintahan lebih berhasil guna, dan
berdaya guna, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk

upaya transparansi keuangan terhadap publik.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ketapang
menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 berisi tentang evaluasi dan capaian
kerja Tahun Sebelumnya sehingga dapat terlihatnya ukuran atau statistik kinerja
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pertahunnya, dengan
maksud meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan yang mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) 2016-2021 dan
Rencana Kerja tahun sebelumnya sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 034
Tanggal 23 Januari 2017 Tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola
Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang; dan Peraturan Bupati Nomor 11
Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang Tahun
2016 (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 Nomor 11);

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Tahun
Sebelumnya, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang menggambarkan
pencapaian Rencana Strategis (RENSTRA), dana Indikatif beserta sumbernya,
evaluasi Program dan Kegiatan Tahun lalu serta perkiraan maju Tahun Berikutnya
berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan
program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Ketapang.

Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan dokumen resmi yang memuat
kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan

penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Pengelola Keuangan
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dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2018 dan data tersebut
untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi
yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan keuangan
baik target dan realisasinya. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 61); Melalui Rencana Kerja (RENJA) ini
diharapkan memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah

maupun swasta yang membutuhkannya.

Ketapang, | 5 Januari 2018
I(epala Badan Pengelola Keuangan
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Ketapang yang dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang, dan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang. Uraian Tugas
Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dijelaskan dalam
Peraturan Bupati Nomor 65 Pasal 4 BPKAD bertugas yakni membantu Bupati
dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah. Berdasarkan tugas tersebut Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

a. Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah;

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah;

c. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi — fungsi penunjang urusan

Pemerintahan Daerah di Bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

d. Pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di

Bidang

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan
fungsinya.

Pelaksanaan tugas dan fungsi ini dilakukan oleh unit organisasi Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang terdiri dari 1 Sekretariat dan 4 Bidang.
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Adapun pokok-pokok cakupan Tugas dan Fungsi Kepala Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah yang melekat pada unit-unit Eselon III, yaitu:

a. Menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, perlengkapan, pengelola
keuangan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang;

b.  Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang anggaran;

¢.  Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perbendaharaan;

d. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan di bidang akuntansi dan
administrasi pelaporan;

e.  Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengeloa aset daerah.
Sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan

Pemerintah (PP) Rl Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008,

Dalam rangka mewujudkan good governance Kabupaten Ketapang melalui
Satuan Kerja Perangkat Daerah secara konsisten dan optimal melaksanakan tugas,
fungsi dan kinerjanya dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renja SKPD) sebagai dokumen perencanaan yang memuat program dan
kegiatan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran dalam rangka
menjamin penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel,
efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten
Ketapang. Dengan kondisi ini diharapkan pelaksanaan Pemerintahan lebih berhasil
guna, dan berdaya guna, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai
bentuk upaya transparansi keuangan terhadap publik.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD), Rencana Strategis (Renstra), hasil evaluasi pelaksanaan program dan
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kegiatan tahun sebelumnya, serta masalah yang dihadapi. Dalam menyusun Renja

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menetetapkan pula tujuan,

sasaran, indikator kinerja, prakiraan maju, melakukan analisis serta penyelarasan

program dan kegiatan sesusai skala prioritas daerah yang mengacu kepada visi
dan misi sebagai upaya pensinergian pencapaian sasaran dan target Renstra dan

RPJMD tahun yang bersangkutan.

Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mempunyai arti
yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan
tahunan pemerintahan daerah Kabupaten Ketapang mengingat beberapa hal
sebagai berikut:

1. Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan
dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program
yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan
operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Ketapang.

2. Renja merupakan acuan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan
perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA) tahun 2018.

3. Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan salah
satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk
mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana
Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
pada tahun sebelumnya
Mengingat arti strategis dokumen Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah (BPKAD) dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan

tahunan pemerintah daerah Kabupaten Ketapang, maka sejak awal tahapan

penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah (BPKAD) mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana

Hal. 3



tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan
mengacu RKPD tahun berkenaan.

2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana
tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.

3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan
kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum
Musrenbang.

4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil
(outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan

pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah adalah sebagimana tercantum dalam gambar dibawah ini :
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Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja

PENETAPAN RENJA SKPD s

PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD

PENYUSUNAN RKPD Voan ™
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1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Ketapang didalam menyusunan Rencana Kerja Tahun 2018

adalah sebagai berikut:

L

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
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10.

11.

12.

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Ketapang Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten
Ketapang Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 52);

Hal. 7



13.

14.

15.

16.

17,

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten
Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Ketapang Tahun 2016 Nomor 60);

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Ketapang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Ketapang Tahun 2016 Nomor 61);

Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Ketapang
Tahun 2015 Nomor 11);

Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun
2016 Nomor 65);

Keputusan Bupati Nomor 034 Tanggal 23 januari 2017 Tentang Rencana
Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten
Ketapang;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan untuk

evaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun sebelumnya, dan pelaksanaan

program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kegiatan dan

Anggaran (RKA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang

tahun 2018. Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk

memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun

2018.

Hal. 8



1.4 Sistematika Penulisan.

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ditulis kedalam

sebuah dokumen deskriptif yang memuat data kualitatif dan kuantitatif, yang

terdiri dari 3 bab, yang meliputi :

BABI PENDAHULUAN

Bab ini memuat :

L™

Latar Belakang,
Landasan Hukum,
Maksud dan Tujuan, dan

Sistematika Penulisan Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Bab ini memuat :

Usulan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017;
Pelaksanaan Renja BPKAD Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPKAD;
Faktor-faktor Penyebab Belum Tercapainya Target Kinerja Program/ Kegiatan

dan Solusi Penyelesaiannya

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BPKAD
KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2018

Bab ini memuat :

1.
2.

Tujuan dan Sasaran;

Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP
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EVALUASI PELAKSANM:ARBE:IJA BPKAD TAHUN LALU

Secara umum, pengertian evaluasi adalah suatu proses untuk
menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah
dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu
untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana
manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan
yang ingin diperoleh. Dalam pengertian yang lain, evaluasi adalah suatu
proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan, sampai
sejauh mana tujuan program telah tercapai. penaksiran terhadap
pertumbuhan dan kemajuan ke arah tujuan atau nilai-nilai yang telah
ditetapkan.

Evaluasi dapat juga diartikan sebagai proses menilai sesuatu yang
didasarkan pada kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya
diikuti dengan pengambilan keputusan atas obyek yang dievaluasi. Sebagai
contoh evaluasi proyek, kriterianya adalah tujuan dan pembangunan proyek
tersebut, apakah tercapai atau tidak, apakah sesuai dengan rencana atau
tidak, jika tidak mengapa terjadi demikian, dan langkah-langkah apa yang
perlu ditempuh selanjutnya.

Dalam melakukan evalusi program dan kegiatan ada beberapa hal yang telah
dibentuk dan dilaksanakan BPKAD Kabupaten Ketapang mulai dari proses
Perencanaan sampai tahap Pelaksanaan dan Pelaporan Hasil Kinerja. Berikut

ini dipaparkan salah satu tahapan evaluasi BPKAD
« Sasaran Program dan Kegiatan

Menentukan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sehingga
Proram Kerja yang dilaksanakan benar-benar dapat menunjang

telaksananya Pemerintahan yang dapat dirasakan keguanaanya aspek-
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aspek program dan kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 6 Program

dan 101 Kegiatan
Rancangan Program dan Kegiatan

Dalam rancangan Program dan Kegiatan BPKAD mengacu kepada
Rencana Program dan kegiatan Tahun sebelumnya (RENJA BKAD tahun
2017).

Pengumpulan data

Pengumpulan data di dapat dari laporan Realisai Fisik dan Keuangan
BPKAD perbulannya serta dari Evaluasi Renja BPKAD Tahun sebelumnya

Per Triwulannya dalam jangka satu tahun Kegiatan.
Pengolahan dan analisis data.

Data di olah dan di analisis sebagai bentuk pertanggungjawaban dan
sejauh mana hasil dari Program dan Kegiatan sehingga Imput dan out
dari Kegiatan dapat dikelompokan sebagai hasil dari Pelaksanaan

sesuai dengan Perencanaan.
Pelaporan hasil evaluasi.

Berupa data dari hasil Evaluasi Renja Tahun Sebelunya untuk dasar dari

Pembentukan Renja Tahun 2018
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2.1 Program dan Kegiatan Tahun 2017

Adapun program dan kegiatan BPKAD Kabupaten Ketapang Tahun
2017 sebesar (APBD-Murni) Rp. 20,343,173,207.00 dengan penambahan
perubahan anggaran sebesar Rp. 864,024,566.00 (APBD-P) menjadi Rp.
21,207,197,773.00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Program dan Kegiatan BPKAD Kabupaten Ketapang
Tahun Anggaran 2017
No Program dan Kegiatan APBD Murni APBD-P
program pelayanan administrasi 2,639,212,950.00 2,733,505,850.00
1 | perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 5,150,000.00 5,150,000.00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber 322,000,000.00 110,500,000.00
daya air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan 12,000,000.00 900,000.00
perizinan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor 24,259,000.00 24,259,000.00
Penyediaan Alat Tulis Kantor 90,204,300.00 155,204,300.00
Penyediaan barang cetakan dan 74,205,900.00 124,205,900.00
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi 142,393,750.00 157,406,650.00
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 23,400,000.00 10,080,000.00
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman 278,600,000.00 328,600,000.00
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1,350,000,000.00 1,410,000,000.00
Ke Luar Daerah
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi 160,000,000.00 220,000,000.00
Ke Dalam Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi 157,000,000.00 187,200,000.00
Perkantoran
program peningkatan sarana dan 3,141,520,806.00 3,341,368,410.00
2 | prasarana aparatur

| Pembangunan gedung kantor ~298,000,000.00 287,648,000.00
Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1,387,651,000.00 1,194,416,200.00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 241,319,606.00 311,319,606.00
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Pengadaan peralatan gedung kantor 311,197,000.00 364,832,782.00

Pengadaan Mebeleur 258,298,500.00 273,298,500.00

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung 45,000,000.00 60,000,000.00

Kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 54,840,000.00 74,840,000.00

dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan 30,000,000.00 45,000,000.00

gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan 46,850,000.00 46,850,000.00

gedung kantor

Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung 248,000,000.00 287,100,000.00

Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi 25,000,000.00 50,000,000.00

Listrik dan Telepon

Manajemen Pengelolaan Arsip 95,364,700.00 185,063,322.00

Penunjang Pameran Investasi 50,000,000.00 50,000,000.00

Penyusunan Website 50,000,000.00 111,000,000.00

program peningkatan disiplin aparatur 11,154,000.00 11,154,000.00

Pengadaan pakaian dinas beserta 11,154,000.00 11,154,000.00

perlengkapannya

program peningkatan kapasitas 350,000,000.00 150,000,000.00

sumber daya aparatur

Bimbingan Teknis PNS 350,000,000.00 150,000,000.00
| program peningkatan pengembangan |  2,570,668,973.00 2,809,784,227.00

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan 142,000,000.00 143,000,000.00

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Penyusunan laporan keuangan 26,500,000.00 26,500,000.00

semesteran

Penyusunan pelaporan prognosis 126,100,000.00 126,100,000.00

realisasi anggaran

Penyusunan pelaporan keuangan akhir 38,630,000.00 27,969,500.00

tahun

Penyusunan Laporan Realisasi APBD 238,400,000.00 238,400,000.00

Kabupaten Ketapang

Penyususunan Neraca Daerah 259,400,000.00 339,400,000.00

Kabupaten Ketapang

Penyusunan Arus Kas Pemerintah 150,335,000.00 150,335,000.00

Kabupaten Ketapang

Penyusunan Catatan Atas Laporan 147,600,000.00 147,600,000.00

Keuangan Pemerintah Kabupaten

Ketapang

Penunjang Manajemen Kepegawaian 71,600,208.00 106,855,962.00
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Penunjang Rekonsiliasi Realisasi APBD 110,000,000.00 110,000,000.00
dan Aset Pemerintah Kabupaten

Ketapang

Penyusunan Laporan Realisasi Program 70,000,000.00 77.400,000.00
dan Kegiatan SKPD

Penyusunan Indikator Kinerja Utama 50,000,000.00 53,000,000.00
(IKU) SKPD

Penyusunan Rencana Program dan 60,000,000.00 63,000,000.00
Kegiatan SKPD serta Pengembangan

Data dan Informasi

Penunjang Rekonsiliasi Persediaan 62,424,665.00 228,904,665.00
Penunjang Administrasi Penghapusan 249,114,000.00 202,754,000.00
Aset Daerah

Fasilitasi Penyusunan Penyusutan Aset 62,960,000.00 62,960,000.00
Tetap

Penyusunan pelaporan prognosis 26,870,000.00 26,870,000.00
realisasi anggaran SKPD

Penyusunan Laporan Operasional 106,400,000.00 106,400,000.00
Pemerintah Kabupaten Ketapang

Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas 82,400,000.00 82,400,000.00
Pemerintah Kabupaten Ketapang

Penyusunan Laporan Perubahan Saldo 82,400,000.00 82,400,000.00
Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten

Ketapang

Pengamanan Barang Milik Daerah 80,664,300.00 80,664,300.00
Penyusunan Standar harga Barang 109,670,800.00 109,670,800.00
Daerah

Penunjang Perhitungan Piutang Daerah 119,200,000.00 119,200,000.00
Penyusunan pelaporan keuangan 98,000,000.00 98,000,000.00
Triwulan dan semesteran Kabupaten

Program peningkatan dan 11,630,616,478.00 12,161,385,286.00
Pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Penyusunan analisa standar belanja 138,124,724.00 54,694,724.00
Kegiatan Penyusunan rancangan 666,985,540.00 666,985,540.00
peraturan daerah tentang APBD

Kegiatan Penyusunan Rencangan 656,141,298.00 656,141,298.00
Peraturan Bupati Tentang Penjabaran

APBD

Penyusunan rancangan peraturan daerah 614,300,424.00 614,300,424.00
tentang Perubahan APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH 604,940,692.00 604,940,692.00

Tentang Penjabaran Perubahan APBD
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Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD

Penyusunan rancangan peraturan KDH

tengtang penjabaran
pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Penyusunan Sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan Daerah

Peningkatan Manajemen Aset/ Barang
Daerah

Kegiatan Administrasi Penggajian PNSD
Pemerintah Daerah dan Potongan PPH
Pasal 21 Kabupaten Ketapang

Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara
Perubahan APBD

Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara
APBD

Pengelolaan dan Penyusunan Laporan
Keuangan Pada Kas Daerah

Kegiatan Penatausahaan Bagi Hasil
Pajak dan Bantuan Keuangan

Kegiatan Penatausahaan Tindak Lanjut
Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan

Kegiatan Penatausahaan Pendapatan
Yang Bersumber Dari Dana Perimbangan

Kegiatan Penatausahaan Pengelolaan
Administrasi Pencairan Dana

Penunjang Rekonsiliasi SP2D

Pembinaan dan Fasilitasi Penatausahaan
Keuangan Daerah

Penunjang Penerbitan Surat Keputusan
Bupati Tentang Penatausahaan
Keuangan Daerah

Penunjang Pengelolaan Potongan
Taspen, BPJS dan Rekap Per Golongan
Per Ruang Penggajian PNSD Kabupaten
Ketapang

Penunjang Pengelolaan TAPERUM PNS
Pemerintah Kabupaten Ketapang

Penunjang Rekonsiliasi Pada Kas Umum
Daerah

268,625,834.00

220,224,000.00

204,200,000.00

82,593,450.00

132,928,200.00

383,237,900.00

377,183,900.00

428,056,000.00

154,470,528.00

207,400,000.00

473,658,630.00

380,488,000.00

150,003,000.00
66,180,000.00

85,500,000.00

323,386,000.00

417,030,171.00

201,580,077.00

268,625,834.00

220,224,000.00

204,200,000.00

122,593,450.00

146,280,400.00

383,237,900.00

377,183,900.00

446,456,000.00

154,470,528.00

264,400,000.00

512,858,630.00

440,488,000.00

150,003,000.00
66,180,000.00

85,500,000.00

323,386,000.00

432,030,171.00

216,380,077.00
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Penyusunan Laporan Harian Pajak SKPD

Penyusunan Administrasi Aset
Pemerintah Kabupaten Ketapang

Penyusunan Laporan Harian Pajak
Pemerintah Kabupaten Ketapang

Penunjang dan Pemeliharaan Sistem
Informasi Program Penggajian Daerah

Fasilitasi Penyusunan KIB/ KIR
Pendataan Kembali Aset Daerah
Asistensi RKA, DPA dan DPPA SKPD

Penyusunan Standar Biaya Masukan
APBD

Penyusunan Sistem Informasi Eksekutif
(SIE) Terhadap Sistem Informasi
Keuangan Daerah (SIKD)

Penunjang Penata Usahaan BLUD pada
Kas Daerah

Penunjang Penatausahaan Penyaluran
Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa
(ADD) dan Dana Bagi Hasil (DBH)

Pembinaan dan Sosialisasi Akuntansi
Pemerintah Daerah Berbasis Akrual

Konsinyering Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun

Penunjang Sistem Informasi Aset Daerah
Penunjang Inventarisasi Aset Daerah
Penunjang Pelaporan Aset Daerah

Verifikasi, Fasilitasi Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Organisasi
Kemasyarakatan

Penunjang Rekonsiliasi Laporan Bulanan
SKPD

Peningkatan Sistem Informasi Keuangan
Daerah (SIKD)

Manajemen Pengelolaan Aset/Barang
Daerah

Penunjang Kajian Standar Analisa
Kelayakan Tambahan Penghasilan
Pegawai Negeri Sipil

Penyusunan Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa

50,120,000.00
166,585,600.00

136,000,000.00
168,925,000.00
62,855,800.00
69,864,540.00

435,261,630.00
107,267,760.00

235,000,000.00

134,760,000.00

145,583,078.00

82,400,000.00
246,125,000.00
110,870,000.00
170,999,900.00

87,860,000.00
400,000,000.00

150,000,000.00

300,000,000.00

58,399,792.00

203,952,900.00

159,199,010.00

60,780,500.00
151,585,600.00

136,000,000.00
139,825,000.00

62,855,800.00
138,384,540.00

606,813,010.00
197,692,760.00

255,800,000.00

119,760,000.00

145,583,078.00

105,660,000.00
200,425,000.00
110,870,000.00
235,451,400.00

87,860,000.00
464,756,160.00

195,700,000.00

188,400,000.00

102,421,860.00

203,952,900.00

188,299,010.00
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Penunjang Penyelesaian Tuntutan 150,000,000.00 150,000,000.00
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
(TPTGR) Kab. Ketapang
Bimbingan Teknis Peningkatan Aparatur 277,500,000.00 219,900,000.00
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Bimbingan Teknis Pelaporan Pajak 80,000,000.00 80,000,000.00
melalui E-Filling
Penunjang Penatausahaan Potongan 203,848,100.00 201,048,100.00
PPN dan PPH Pihak Ketiga

Jumlah 20,343,173,207.00 21,207,197,773.00

2.2 Pelaksanaan Renja BPKAD Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPKAD

Program dan Kegitan BPKAD Kab. Ketapang TA. 2017 yang memiliki

anggaran (APBD-Murni) sebesar Rp. 20,343,173,207.00 dengan penambahan
perubahan anggaran (APBD-P) sebesar Rp. 864,024,566.00 sehingga
anggaran murni (APBD-Murni) ditambah perbuhan (APBD-P) BPKAD Kab.
Ketapang menjadi Rp. 21,207,197,773.00 dengan realisasi mencapai 96.71%

sebesar Rp. 20,509,868,942.00 sehingga sisa anggaran yang tidak terserap
sebesar Rp. 697,328,831.00. Adapun rincian Pelaksanaan Program dan

Kegiatan BPKAD Kab. Ketapang adalah sebagai berikut:
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Tabel 2.2

Pelaksanaan Program Dan Kegiatan BPKAD
Kab. Ketapang Tahun Anggaran 2017

No 7 Program dan Kegiatan APBD Murni APBD-P Jumlah Dana Realisasi Sisa Anggaran %
1 ﬂohﬂu_h&gg administrasi | 639212950.00 | 9420290000 | 2733,505,850.00 |  2,658,687,907.00 |  74,817,943.00 | 97.26
5 | Penyediaan jasa surat menyurat 5,150,000.00 0.00 5,150,000.00 4,860,000.00 290,000.00 | 94.37
Penyediaan jasa komunikasi,
" | sumber daya air dan listrik 322,000,000.00 -211,500,000.00 110,500,000.00 86,714,814.00 23,785,186.00 | 78.47
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
- _ perizinan kendaraan 12,000,000.00 -11,100,000.00 900,000.00 635,600.00 26440000 | 70.62
| dinas/operasional
- | Penyediaan jasa kebersihan kantor 24,259,000.00 0.00 24,259,000.00 24,256,997.00 2003.00 | 99.99
- | Penyediaan Alat Tulis Kantor 90,204,300.00 65,000,000.00 155,204,300.00 153,957,246.00 1,247,054.00 | 99.20
Penyediaan barang cetakan dan
" | penggandaan 74,205,900.00 50,000,000.00 124,205,900.00 123,933,983.00 271917.00 | 99.78
: ﬂa:ﬁ”wﬂmﬂmmuﬁmﬁ%_ﬂ o | 14239375000 1501290000 | 15740665000 |  157,397,645.00 900500 | 99.99
' Penyediaan bahan bacaan dan
- m peraturan perundang-undangan 23,400,000.00 -13,320,000.00 10,080,000.00 8,232,000.00 1,848,000.00 | 81.67
3 ol e 27860000000 |  50,000,00000 |  328,600,00000 30847148800 | 20128512.00 | 93.87
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Rapat - Rapat Koordinasi dan

Wonsiial 165 | tias Daseah 1,350,000,000.00 60,000,000.00 1,410,000,000.00 1,406,228,134.00 3,771,866.00 | 99.73
Rapat - Rapat Koordinasi dan
Kol Kis Dalant Daseah 160,000,000.00 60,000,000.00 220,000,000.00 196,800,000.00 23,200,000.00 | B89.45
| Penyediaan Jasa Penunjang
| Aidrraistrad Parkanios 157,000,000.00 30,200,000.00 187,200,000.00 187,200,000.00 0.00 | 100.00
program peningkatan sarana dan
prasarana sparatur 3,141,520,806.00 199,847,604.00 3,341,368,410.00 3,300,660,064.00 40,708,346.00 | 98.78
Pembangunan gedung kantor 298,000,000.00 -10,352,000.00 287,648,000.00 287,648,000.00 0.00 | 100.00
| Pengadaan kendaraan
_ dinasloperasional 1,387,651,000.00 -193,234,800.00 1,194,416,200.00 1,194,376,000.00 40,200.00 | 100.00
| Mrﬁﬁ_mg Periengkapan Gedung 241,319,606.00 70,000,000.00 31131960600 |  309,234,34800 |  2,085258.00 | 99.33
mwﬁwmg peralatan gedung 311197,00000 | 5363578200 |  364,83278200 |  363,046,642.00 886,140.00 | 99.76
| Pengadaan Mebeleur 258,298,500.00 15,000,000.00 273,298,500.00 272,326,729.00 971,771.00 | 99.64
' Pemeliharaan Rutin/ Berkala
" Gedung Kantor 45,000,000.00 15,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00 | 100.00
' Pemeliharaan rutin/berkala
| kendarsan dinasloperasional 54,840,000.00 20,000,000.00 74,840,000.00 65,595,320.00 9,244 680.00 | 87.65
| Pemeliharaan rutin/berkala
" perlengkapan gedung kantor 30,000,000.00 15,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 0.00 | 100.00
| Pemeliharaan rutin/berkala
_ peralatan gedung kantor 46,850,000.00 0.00 46,850,000.00 46,850,000.00 0.00 | 100.00
Rehabilitasi Sedang / Berat
Gedung Kantor 248,000,000.00 39,100,000.00 287,100,000.00 286,678,200.00 421,800.00 | 99.85
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Pemeliharaan Rutin/Berkala

{hatatasi Listri dan Telpon 25,000,000.00 25,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 | 100.00
Manajemen Pengelolaan Arsip 95,364,700.00 89,698,622.00 185,063,322.00 180,899,593.00 4163,729.00 | 97.75
Penunjang Pameran Investasi 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 49,916,780.00 83,220.00 | 99.83
Penyusunan Website 50,000,000.00 61,000,000.00 111,000,000.00 88,188,452.00 22,811,548.00 | 79.45
| program peningkatan disiplin 11,154,000.00 0.00 11,154,000.00 11,154,000.00 0.00 | 100.00
| aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya 11,154,000.00 0.00 11,154,000.00 11,154,000.00 0.00 | 100.00
program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur 350,000,000.00 -200,000,000.00 150,000,000.00 127,651,422.00 22,348,578.00 | 85.10
Bimbingan Teknis PNS 350,000,000.00 -200,000,000.00 150,000,000.00 127,651,422.00 22,348 578.00 | 85.10
program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan 2,570,668,973.00 239,115,254.00 2,809,784,227.00 2,732,615,044.00 77,169,183.00 | 97.25
| keuangan
| Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 142,000,000.00 1,000,000.00 143,000,000.00 140,026,589.00 297341100 | 9792
SKPD
| Penyusunan laporan keuangan
Samatiaran 26,500,000.00 0.00 26,500,000.00 26,498,650.00 1,350.00 | 99.99
Penyusunan pelaporan prognosis
realisasi anggaran 126,100,000.00 0.00 126,100,000.00 126,100,000.00 0.00 | 100.00
Mm_ﬂﬂﬁﬁz belaporan keuangan 38,630,00000 | -10,660,500.00 27,969,500.00 3105,793.00 | 24,863707.00 | 11.10
Penyusunan Laporan Realisasi 238,400,000.00 0.00 238.400,00000 | 22438860000 | 14,011,400.00 | 94.12

APBD Kabupaten Ketapang
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Penyususunan Neraca Daerah
| Kabupaten Ketapang

Penyusunan Arus Kas Pemerintah
| Kabupaten Ketapang

Penyusunan Catatan Atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten

Ketapang

| Penunjang Manajemen

- Kepegawaian

| Penunjang Rekonsiliasi Realisasi
| APBD dan Aset Pemerintah

| Kabupaten Ketapang

m Penyusunan Laporan Realisasi
| Program dan Kegiatan SKPD

Penyusunan Indikator Kinerja
| Utama (IKU) SKPD

Penyusunan Rencana Program
dan Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan
Informasi

Penunjang Rekonsiliasi Persediaan

' Penunjang Administrasi
| Penghapusan Aset Daerah

Fasilitasi Penyusunan Penyusutan
Aset Tetap

Penyusunan pelaporan prognosis
realisasi anggaran SKPD

259,400,000.00

150,335,000.00

147,600,000.00

71,600,208.00

110,000,000.00

70,000,000.00

50,000,000.00

60,000,000.00

62,424,665.00
249,114,000.00

62,960,000.00

26,870,000.00

80,000,000.00

0.00

0.00

35,255,754.00

0.00

7,400,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

166,480,000.00
-46,360,000.00

0.00

339,400,000.00

150,335,000.00

147,600,000.00

106,855,962.00

110,000,000.00

77,400,000.00

53,000,000.00

63,000,000.00

228,904,665.00
202,754,000.00

62,960,000.00

26,870,000.00

339,397,000.00

150,335,000.00

147,600,000.00

106,854,317.00
109,960,000.00
53,079,617.00

52,999,656.00

57,557,822.00

228,904,500.00
198,524,000.00

62,960,000.00

26,868,400.00

3,000.00

0.00

0.00

1,645.00

40,000.00

24,320,383.00

344.00

5,442,178.00

165.00
4,230,000.00

0.00

100.00

100.00

100.00

100.00

99.96

68.58

100.00

91.36

100.00
97.91

100.00

93.99
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_ Penyusunan Laporan Operasional
| Pemerintah Kabupaten Ketapang

_ Penyusunan Laporan Perubahan
| Ekuitas Pemerintah Kabupaten
. Ketapang

" Penyusunan Laporan Perubahan
. Saldo Anggaran Lebih Pemerintah
| Kabupaten Ketapang

| Pengamanan Barang Milik Daerah

_ Penyusunan Standar harga Barang

_ Daerah

- Penunjang Perhitungan Piutang

| Daerah

| Penyusunan pelaporan keuangan

| Triwulan dan semesteran
Kabupaten

106,400,000.00

82,400,000.00

82,400,000.00

80,664,300.00
109,670,800.00

119,200,000.00

98,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

106,400,000.00

82,400,000.00

82,400,000.00

80,664,300.00
109,670,800.00

119,200,000.00

98,000,000.00

106,400,000.00

82,120,000.00

82,120,000.00

80,544,300.00
109,670,800.00

118,600,000.00

98,000,000.00

0.00 | 100.00

280,000.00 | 99.66

280,000.00 | 99.66

120,000.00 | 99.85

0.00 | 100.00
600,000.00 | 99.50

0.00 | 100.00

Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan
keuangan daerah

11,630,616,478.00

530,768,808.00

12,161,385,286.00

11,680,400,502.00

480,984,784.00 | 96.04

Penyusunan analisa standar
belanja

Kegiatan Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang APBD

Kegiatan Penyusunan Rencangan
Peraturan Bupati Tentang
Penjabaran APBD

138,124,724.00

666,985,540.00

656,141,298.00

-83,430,000.00

0.00

0.00

54,694,724.00

666,985,540.00

656,141,298.00

50,720,372.00

663,443,440.00

649,597,238.00

3,974,352.00 | 92.73

3,542,100.00 | 99.47

6,544,060.00 | 99.00
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| Penyusunan rancangan peraturan
daerah tentang Perubahan APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan
KDH Tentang Penjabaran
Perubahan APBD

Penyusunan rancangan peraturan
daerah tentang
pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD

Penyusunan rancangan peraturan
' KDH tengtang penjabaran
pertanggungjawaban Pelaksanaan
| APBD

Penyusunan Sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan Daerah

Peningkatan Manajemen Aset/
Barang Daerah

Kegiatan Administrasi Penggajian
| PNSD Pemerintah Daerah dan

' Potongan PPH Pasal 21
Kabupaten Ketapang
Penyusunan Kebijakan Umum
APBD dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara Perubahan
| APBD

| Penyusunan Kebijakan Umum
| APBD dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara APBD

614,300,424.00

604,940,692.00

268,625,834.00

220,224,000.00

204,200,000.00

82,593,450.00

132,928,200.00

383,237,900.00

377,183,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40,000,000.00

13,352,200.00

0.00

0.00

614,300,424.00

604,940,692.00

268,625,834.00

220,224,000.00

204,200,000.00

122,593,450.00

146,280,400.00

383,237,900.00

377,183,900.00

611,009,734.00

604,810,636.00

268,625,000.00

215,224,000.00

201,609,198.00

120,676,400.00

137,095,980.00

380,495,900.00

375,279,700.00

3,290,690.00

130,056.00

834.00

5,000,000.00

2,590,802.00

1,917,050.00

9,184,420.00

2,742,000.00

1,904,200.00

99.46

99.98

100.00

97.73

98.73

98.44

93.72

99.28

99.50
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Pengelolaan dan Penyusunan
Laporan Keuangan Pada Kas
Daerah
Kegiatan Penatausahaan Bagi
Hasil Pajak dan Bantuan
' Keuangan
| Kegiatan Penatausahaan Tindak
 Lanjut Pemeriksaan Atas Laporan
| Keuangan
Kegiatan Penatausahaan
Pendapatan Yang Bersumber Dari
Dana Perimbangan
Kegiatan Penatausahaan
| Pengelolaan Administrasi
| Pencairan Dana

' Penunjang Rekonsiliasi SP2D

Pembinaan dan Fasilitasi
Penatausahaan Keuangan Daerah

Penunjang Penerbitan Surat
Keputusan Bupati Tentang

| Penatausahaan Keuangan Daerah
Penunjang Pengelolaan Potongan
Taspen, BPJS dan Rekap Per
Golongan Per Ruang Penggajian

- PNSD Kabupaten Ketapang

| Penunjang Pengelolaan TAPERUM

' PNS Pemerintah Kabupaten
_ Ketapang

428,056,000.00

154,470,528.00

207,400,000.00

473,658,630.00

380,488,000.00
150,003,000.00
66,180,000.00

85,500,000.00

323,386,000.00

417,030,171.00

18,400,000.00

0.00

57,000,000.00

39,200,000.00

60,000,000.00

0.00
0.00

0.00

0.00

15,000,000.00

446,456,000.00

154,470,528.00

264,400,000.00

512,858,630.00

440,488,000.00

150,003,000.00
66,180,000.00

85,500,000.00

323,386,000.00

432,030,171.00

446,455,940.00

154,470,528.00

263,920,000.00

512,750,680.00

435,615,460.00

150,002,320.00
66,180,000.00

85,500,000.00

323,386,000.00

430,009,979.00

60.00

0.00

480,000.00

107,950.00

4,872,540.00

680.00
0.00

0.00

0.00

2,020,192.00

100.00

100.00

99.82

99.98

98.89

100.00
100.00

100.00

100.00

99.53
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| Penunjang Rekonsiliasi Pada Kas
Umum Daerah

' Penyusunan Laporan Harian Pajak
| SKPD

| Penyusunan Administrasi Aset
| Pemerintah Kabupaten Ketapang

_ Penyusunan Laporan Harian Pajak
| Pemerintah Kabupaten Ketapang

_ Penunjang dan Pemeliharaan

| Sistem Informasi Program
Penggajian Daerah

Fasilitasi Penyusunan KIB/ KIR

Pendataan Kembali Aset Daerah

Asistensi RKA, DPA dan DPPA
SKPD

Penyusunan Standar Biaya
Masukan APBD

Penyusunan Sistem Informasi
Eksekutif (SIE) Terhadap Sistem
Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

Penunjang Penata Usahaan BLUD
pada Kas Daerah

| Penunjang Penatausahaan
Penyaluran Dana Desa (DD),
Alokasi Dana Desa (ADD) dan
| Dana Bagi Hasil (DBH)

201,580,077.00

50,120,000.00

166,585,600.00

136,000,000.00

168,925,000.00

62,855,800.00
69,864,540.00

435,261,630.00

107,267,760.00

235,000,000.00

134,760,000.00

145,583,078.00

14,800,000.00

10,660,500.00

-15,000,000.00

0.00

-29,100,000.00

0.00
68,520,000.00

171,551,380.00

90,425,000.00

20,800,000.00

-15,000,000.00

0.00

216,380,077.00
60,780,500.00

151,585,600.00

136,000,000.00

139,825,000.00

62,855,800.00
138,384,540.00

606,813,010.00

197,692,760.00

255,800,000.00

119,760,000.00

145,583,078.00

216,375,980.00

58,342,400.00

145,772,600.00

136,000,000.00

139,186,250.00

62,855,800.00
137,620,500.00

582,648,379.00

185,078,040.00

182,689,765.00

119,760,000.00

145,583,078.00

4,097.00
2,438,100.00

5,813,000.00

0.00

638,750.00

0.00
764,040.00

24,164,631.00

12,614,720.00

73,110,235.00

0.00

0.00

100.00

95.99

9.17

100.00

99.54

100.00
99.45

96.02

93.62

71.42

100.00

100.00
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L]

Pembinaan dan Sosialisasi
Akuntansi Pemerintah Daerah
Berbasis Akrual

Konsinyering Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun

Penunjang Sistem Informasi Aset
Daerah

Penunjang Inventarisasi Aset
Daerah

Penunjang Pelaporan Aset Daerah

Verifikasi, Fasilitasi Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial
Organisasi Kemasyarakatan

| Penunjang Rekonsiliasi Laporan
Bulanan SKPD

Peningkatan Sistem Informasi
' Keuangan Daerah (SIKD)

Manajemen Pengelolaan
Aset/Barang Daerah

| Penunjang Kajian Standar Analisa
Kelayakan Tambahan Penghasilan
Pegawai Negeri Sipil

Penyusunan Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa

82,400,000.00

246,125,000.00

110,870,000.00

170,999,900.00
87,860,000.00

400,000,000.00

150,000,000.00

300,000,000.00

58,399,792.00

203,952,900.00

159,199,010.00

23,260,000.00

-45,700,000.00

0.00

64,451,500.00
0.00

64,756,160.00

45,700,000.00

-111,600,000.00

44,022,068.00

0.00

29,100,000.00

105,660,000.00

200,425,000.00

110,870,000.00

235,451,400.00
87,860,000.00

464,756,160.00

195,700,000.00

188,400,000.00

102,421,860.00

203,952,900.00

188,299,010.00

100,852,216.00

191,620,000.00

110,320,000.00

234,212,200.00
80,960,000.00

441,855,860.00

195,000,000.00

73,249,880.00

100,241,860.00

165,740,724.00

188,298,365.00

4,807,784.00

8,805,000.00

550,000.00

1,239,200.00
6,900,000.00

22,900,300.00

700,000.00

115,150,120.00

2,180,000.00

38,212,176.00

645.00

95.45

95.61

99.50

99.47
92.15

95.07

99.64

38.88

97.87

81.26

100.00
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Penunjang Penyelesaian Tuntutan

| Perbendaharaan dan Tuntutan
Ganti Rugi (TPTGR) Kab. 150,000,000.00 0.00 150,000,000.00 92,520,000.00 57,480,000.00 | 61.68
Ketapang
Bimbingan Teknis Peningkatan
Aparatur Pengelolaan Barang Milik 277,500,000.00 -57,600,000.00 219,900,000.00 209,940,000.00 9,960,000.00 | 95.47
Daerah
Bimbingan Teknis Pelaporan Pajak
melalui E-Filling 80,000,000.00 0.00 80,000,000.00 35,750,000.00 44,250,000.00 | 4469
Penunjang Penatausahaan
Potongan PPN dan PPH Pihak 203,848,100.00 -2,800,000.00 201,048,100.00 201,048,100.00 0.00 | 100.00
Ketiga
Jumlah 20,343,173,207.00 864,024,566.00 | 21,207,197,773.00 | 20,509,868,942.00 | 697,328,831.00 | 96.71

Hal. 27




2.3 Faktor - Faktor Penyebab Belum Tercapainya Target Kinerja
Program/ Kegiatan dan Solusi Penyelesaiannya
Dalam penyelenggaraan pelayanan, Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah (BPKAD) tidak lepas dari tantangan yang dihadapi dan peluang
yang seharusnya dapat diambil. Tantangan yang dihadapi diantaranya :
1. Sebaran tenaga yang memiliki kemampuan profesional dan
mempunyai kompetensi belum merata dalam berbagai bidang tugas.
2. Pengembangan Hardware dan Sofware tentang sistem pengelolaan
Keuangan Daerah, kualitas jaringan komputer yang tersambung
(online) dengan SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Ketapang perlu

adanya peningkatan.

3. Masih kurang tersedianya sarana dan prasarana lainnya yang
menunjang kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD)

Adapun solusi dan upaya pemecahan masalah tersebut antara lain :

1. Peningkatan kapasitas, kompetensi dan SDM bagi para pejabat dan staf
melalui pendidikan dan pelatihan teknis sesuai dengan tupoksi masing
— masing, hal ini direncanakan dengan melaksanaan pembinaan secara
berkala dan intensif bagi aparatur dengan mengirim pejabat maupun
staf untuk mengikuti kegiatan diklat maupun bimbingan teknis.

2. Pengembangan hardware dan software tentang sistem pengelolaan
keuangan dan aset daerah secara bertahap dan diupayakan terus
menerus dilakukan penyempurnaan.

3. Peningkatan sistem informasi tentang pengelolaan keuangan dan aset
daerah, serta melatih tenaga operator entri yang mengakses sistem

informasi keuangan daerah melaui teknologi internet dalam upaya
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mengembangkan sistem pengelolaankeuangan dan aset daerah yang

lebih baik.

TUJUAN, SASARAN, I::gtlinRAM DAN KEGIATAN
BPKAD KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2018
3.1 Tujuan dan Sasaran
3.1.1 Tujuan
Perumusan Visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Ketapang ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan
terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya membantu bupati dalam penyusunan
kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan
pengelolaan keuangan dan aset daerah. Visi ditetapkan merupakan dasar
dalam penyusunan program dan kegiatan strategik sesuai kondisi obyektif

dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

“Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang

Profesional”.

Visi tersebut tidak terlepas dari Visi Bupati Ketapang 2016-2021 yaitu
“Kabupaten Ketapang yang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera“, yang
diarahkan untuk membawa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Ketapang menjadi suatu organisasi perangkat daerah yang dapat
melaksanakan tugas dan fungsinya guna mendorong terlaksananya
kepemerintahan yang baik.

Visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kemudian dijabarkan ke
dalam misi, tujuan, dan sasaran strategis yang secara hirarkis saling

berkesinambungan untuk pencapaian peran dimaksud.
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Dalam rangka mewujudkan Visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah (BPKAD) perlu ditindaklanjuti dengan misi sebagai berikut :

a.

Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang handal dengan didukung
oleh sumber daya manusia yang profesional, terpadu dan terarah.
Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur dalam
merumuskan kebijakan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan
aset daerah yang efektif dan efisien.

Memperkuat koordinasi dan hubungan kerja dengan instansi / satuan
kerja pengelola keuangan dan aset daerah maupun dengan pemerintah
pusat

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, ditetapkan tujuan yang ingin dicapai

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam periode waktu 2016-2021,

sebagai berikut:

a. Meletakkan landasan yang kuat bagi terwujudnya pengelolaan keuangan
dan aset daerah yang efektif, efisien, transaparan, akuntabel terarah dan
terkendali untuk mendukung otonomi daerah Pemerintah Kabupaten
Ketapang.

b. Meningkatnya kualitas produk hukum keuangan di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ketapang;

c. Mewujudkan sistem pengelolaan aset daerah berbasis teknologi
informasi;

d. Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang optimal;

e. Mewujudkan peningkatan sarana, prasarana dan SDM dalam
pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

3.1.2 Sasaran

Penetapan sasaran mempunyai peranan penting dalam memberikan

fokus pada penyusunan kegiatan agar lebih bersifat spesifik, terukur, dapat
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dicapai, dan mempunyai jangka waktu pelaksanaan. Untuk itu BPKAD

Kabupaten Ketapang telah menetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam

periode waktu 2016-2021 sebagai penjabaran dari tujuan diatas, yaitu:

a.

Peningkatan kualitas capaian pengembangan sistem administrasi
pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis teknologi informasi dan
efisiensi;

Terwujudnya pengelolaan belanja daerah, pengelolaan kas daaerah,
pelaporan keuangan, dan pengelolaan aset daerah berbasis teknologi
informasi yang efektif dan efisien;

Terwujudnya pelayanan prima dalam pengelolaan keuangan dan aset
daerah;

Peningkatan kualitas legislasi, produk hukum dan kebijakan pengelolaan
keuangan dan aset daerah mulai dari proses penganggaran sampai pada
proses pertanggungjawaban;

Meningkatnya inventarisasi aset barang milik daerah;

Meningkatnya tertib pengelolaan aset;

Peningkatan kualitas pengetahuan aparatur dalam pengelolaan
keuangan dan aset daerah;

Terwujudnya profesionalisme SDM khususnya yang membidangi

pengelolaan keuangan dan aset daerah.

3.2 Program dan Kegiatan
3.2.1 Program dan Kegiatan BPKAD Kabupaten Ketapang Tahun 2018

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk

mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintahan

maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran

tertentu. Disamping itu sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kedepan,

dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
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